
 
BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR 32 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2018. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

SALINAN 



 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6138): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 



16. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 159); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor  14  

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 7); 

21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 53); 

22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 38). 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2018.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  

asal usul dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam 



sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang 

berada di Kabupaten Bengkulu Utara. 
7. Pemerintah Desa  adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain 

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 

RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) 

tahun. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa 

adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut  

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa.  
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.  

17. Sumber  Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang 

terdiri atas pendapatan asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 

Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana Desa yang merupakan 
bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan 

keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, hibah dan 
sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain 

pendapatan Desa yang sah. 
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

20. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah 
bantuan keuangan dari Propinsi dan Kabupaten kepada Desa untuk 

mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan 
program dan kegiatan tertentu. 

21. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 



pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui 

penyedia barang/jasa. 
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 

PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, yang terdiri dari koordinator 

PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.  
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah 

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.  
25. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa dengan  keputusan kepala Desa, terdiri dari unsur  

pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

26. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa. 
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa. 
28. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa   

yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh Desa. 

29. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang 
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan 
belanja Desa. 

31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan 

belanja Desa. 
32. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 
34. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 

menyediakan barang/jasa. 

35. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya 
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola 
kegiatan. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan 

pendanaan. 
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang 

sah. 
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak 

dan barang tidak bergerak. 

39. Pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto adalah pendapatan atau 
belanja yang sudah memperhitungkan pengeluaran berupa pajak dan 

potongan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 
40. Korolari adalah teknis pengakuan nilai belanja modal aset tetap yang 

dikapitalisasikan menjadi aset tetap. 
 

   
 

 



 

 
Pasal 2 

 
(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah; 
b. prinsip penyusunan APBDesa; 

c. kebijakan penyusunan APBDesa; 
d. teknis penyusunan APBDesa; 
e. teknis penetapan APBDesa dan klarifikasi oleh tim klarifikasi 

kabupaten; dan 
f. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

  Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 
 

Ditetapkan di Arga Makmur               
pada tanggal 9 Februari 2018                       

 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

ttd 

 

M I A N 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 9 Februari 2018                          

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

 

ttd 

 

HARYADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 32 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
   
    KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab. Bengkulu Utara 
 

 
 

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 

NIP. 19690423 200212 1 003 


